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BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR  09  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

STANDAR HARGA SATUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang 

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Tapin Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan DaerahTingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587),    

sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor  1  

 

 

SALINAN 



- 2 - 
 

 

 

 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 57); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 494); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2015 Nomor 09); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 

01); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2019 Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2022 Nomor 05); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Tapin. 

 



- 5 - 
 

 

 

 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

6. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan barang dan 

jasa menurut jenis, spesifikasi, dan kualitas, serta harga tertinggi 

dalam periode tertentu. 

 

BAB II 

STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan 

Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023. 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. satuan biaya umum; dan 

b. satuan harga barang. 

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah 

termasuk biaya lain yang melekat pada belanja tersebut dan 

termasuk pajak. 
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Pasal 4 

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

Anggaran 2023. 

(2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 

Anggaran 2023 berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

Perangkat Daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 

Anggaran 2023 berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang 

dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena 

adanya kenaikan harga pasar. 

 

Pasal 5 

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan 

di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar 

Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 

dilakukan perubahan. 

(2) Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

 

 

Pasal 6 

(1) Dalam hal satuan harga barang dan jasa belum diatur dalam 

Peraturan Bupati ini dan/atau nilainya melebihi Standar Harga 

Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna 

Anggaran dapat menyampaikan usulan perubahan Standar 

Harga Satuan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

(2) Usulan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil survey harga 

paling sedikit pada 3 (tiga) vendor/pemasok/supplier. 

(3) Usulan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar penetapan 

perubahan Standar Harga Satuan. 

(4) Perubahan dan/atau evaluasi Standar Harga Satuan dilakukan 

per semester dalam tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 7 

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan harga 

melebihi Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, maka: 

a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran harga yang berlaku pada saat itu; dan 

b. dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dilakukan 

pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah mulai dari proses perencanaan sampai dengan 

pembayaran. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tapin. 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 06 Juni 2022 

BUPATI TAPIN, 

 
 

Ttd       ttd 
        

M. ARIFIN ARPAN 

Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 06 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 

 
 
Ttd                         ttd 

 
                  MASYRANIANSYAH 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 09 


